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Halaman 12

KPK Jalankan KUHP Baru

Tersangka Tak Lagi Ditampilkan,
Apakah Pengaruh Pada Efek Jera?

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak

diklaim menjamin Hak Asasi Manusia  Jadi. tentunya juga itu kami sudah Lallo

(KPK) tak lagi menampilkan (HAM). ikuti gitu, seperti itu,” jelasnya. menampilkan tersangka pada Ditambah kurangnya transparansi
tersangka yang ditetapkan dalam “Mungkin rekan-rekan bertanya Apa yang dilakukan KPK tersebut  pengungkapan sebuah kasus adalah  keterlibatan siapa saja yang
konferensi pers. agak beda hari ini. K dari bagian dari menghargai hak asasi diamankan oleh penegak hukum.

Hal itu terlihat saat KPK melakukan
konferensi pers perihal Operasi
Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak
pidana korupsi terkait pemeriksaan
pajak pada Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan periode 2021-
2026, Minggu (11/1/2026).

Pelaksana Tugas Deputi
Penindakan dan Eksekusi KPK Asep
Guntur Rahayu menj hal
tersebut imbas dari berlakunya
undang-undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

pers hari ini agak beda. ‘Kenapa Pasal 91 Undang-Undang Nomor
kok enggak ditampilkan para 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) yang
tersangkanya?’ Nah, itu salah “Dalam
satunya kami juga sudah i
KUHAP yang baru,” kata Asep di
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Minggu pagi.

Asep menjelaskan KUHAP
yang baru berfokus pada aspek

HAM, untuk

tersangka kasus dugaan tindak
pidana korupsi

“Ada asas praduga tak bersalah
yang melindungi dari para pihak.

seorang tersangka. Menurut dia,
tersangka masih butuh pengujian di

“Selain itu, KPK dan penegak
hukum lainnya harus ada cara lain
untuk menyampaikan kepada pubhk
siapa saja

ujar Yudi kepada Rakyat Merdeka
melalui aplikasi WhatsApp, Senin
(12/1/2026).

Untuk mengetahui pandangan
dari Rudianto Lallo dan Yudi
Purnomo mengenai tidak lagi
ditampilkannya tersangka dalam
konferensi pers pengungkapan suatu
kasus oleh penegak hukum, berikut
wawancaranya.

Penyidik
dilarang melakukan perbuatan yang
menimbulkan praduga bersalah.”

Mengenai asas praduga tak
bersalah seyogianya juga diatur
dalam UU Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP lama). Pasal 66 KUHAP
lama atau
idak dibebani jil
pembuktian.

Anggota Komisi Ill DPR

“Hak-hak sebagai gka harus
tetap dilindungi oleh negara sampai
ada keputusan yang berkuatan
hukum tetap,” tegas Rudianto

Lallo kepada Rakyat Merdeka saat
berbincang melalui sambungan
telepon, Senin (12/1/2025).

itu, Mantan Penyidik
KPK Yudi Purnomo menilai, tidak
lagi ditampilkannya tersangka akan
mengurangi cfek jera bagi pelaku

RUDIANTO LALLO, Anggota Komisi lll DPR

Banyak TSK Ditampilkan,
Tapi Korupsi Tetap Jalan

YUDI PURNOMO, Mantan Penyidik KPK

Sangat Memanjakan
Para Pelaku Korupsi

(4

Kalau ada
mau efek jera,
bukan saat
menampilkan

(414

saya menyayangkan
bahwa intepretasi
dari KUHAP istilahnya
memanjakan para
tetapi pada akhir tersangka pelaku
cerita dari kasus korupsi yang ditahan
itu. dan tidak ditampilkan.

o
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Apa pandangan Anda dengan
tidak i Tagi

ters:
sebuali kasus oleh aparat pencgak
i i Komnisi

Pemberantasan Korup
Pertana, (tusoal penafsiran pasal yz
Kalau KPK, K Kopol

i (KPK)?

tersangka

dengan tdak menampilkan adalah
tindakan praduga tak bersalah
Lakan saja. Karona sifatnya kar hanya

sepert yang dituduhkan oleh aparat
gk bukum, dalam hal inf KPIC

Karena  ka ti

scorang teisangka adaefel jora. Berapa

myak orang yang sudah
oleh pencgak hukum dalam pengung- pengu
Kapani Lersangha? Apakali kot i

i
[hrum]n Narmun ke hampir o
ini kami melihat adanya

tersangka kasuis korpsi

Artinya, menampilkan tersang:

Apa tanggapan Anda dengan ti-
dak ditampil pada

Anda?

pelaku tindak
At

ngkapan Kasus?
Dengan tidak ditampilkannya
ana Korupsi karena

f ini akan sema-  key
ap hari Kin membuat efek jera bagi pelaku
tindak pidana korups:
I semakin tidak of
sebabnya, perlu dipikirkan cara lain
menyampaikan kepada publik m
ek jera ya? ngenai siapa saja

KUHAP, to

claku yang kena

asas pradugy

dan sank:
ktif. Ttulah

pidana korupsi

tan hukum tetap. Apa tanggapan

a scpakat bahwa hak asast ma-

pembelaan hukum Bahwa
ang baru dinyatakan bersalal:
poradilan ket sidh

ek et KUHAP bars
dak menampilkan tindak
terkena OTT,

Koruptor tenmasuk ringan

sependapat?

1 KPK

engmon, Menamrilin s s e |n._13]l|p(rlu pengujian I’\Aldu ada mau cfck jera, bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau ety Kamni harus menghormatinya
tidlak, dari yang sa ctapi pada akhir pelaku yang diumumkan menja han dalam konpers. M
huk dalam o ey (ersangka. Apalagi pelakunya yang  Adakah masukan kepada KPK  memakai mask.

sangka dise
nya

st e Yol wardang undang
itu adalah didasari dalam

a1 de
Namun yang pal

Mantan Penyidik KPK Yudi
Purnomo khawatir dengan tidak

saat konpers,

lukun agar tidak lagi ada diamat

Maksudnya seperti apa?
Coba bayangkan, orang sudal di-

bagi para koruptor maupun pclnku peng;
Kejahatan lainnya?
Saya tidak meliliat proses penampilan

&

mau ada

Maksudnya?

Yakni pada akhir persidangan. Be-
rapa putusan yang dib
para terdakwa korupsi, berapa orang

tidak dikenal publik. Ini adalah ben”
tuk transparansi juga.

ikan kepada
diante Lallo

Anggota Komisi III DPR Ru-

dan pencgak hulum lainnya?
harus memutar otak dan

bisa  tidak

tidak  kan diket

iti yang
penuntutanny:
el

ltusebenarnya kalau
fera. mnnm

berapa

Kkan menjaga hak asasi manusia bagi
tersangka karena belum berkekua-

merupa-

Koruptor juga ma:

Tembuat para koruplor jera. Karena
at ini belum ada
Undang Undang Porampasan A

h bisa dapat bebas s
Dersyarat, dapat remisi. Apalagi vonis — inkial

tersangka itu bukan beias

Dengan sikap KPK ini. Anda

jakan pa
{ott diighan fan stk ampiiee

Kenapa Anda sebut ini meman-

Masyarakat sudah paham bahwa

salah dan sudah ditahan. Karena
1 ada Kelanjutan hukum sampai
-
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